
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NoMOR 188.46/ > IBPKAD/2022

HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN DAN PENGEI,OLAAN KEUANGAN DAERAH
DAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH T{HUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

BUPATI TANAH BUMBU,

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan pengelolaan
Keuangan Daerah agar dapat dikelola secara tertib, taat pada
peraturan Perundang-Undangan, efektip' efisien, transparan dan
bertanggung jawab perlu diberikan honor.arium;

b. bahwa agar pemberian honorarium pengelolaan Keuangan
Daerah dapat dilaksanakan dan diperta;nggung jawabkan seJuai
dengan ketentuan Perundang-Undangatr yang Berlaku dengan
mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu
4l16topkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu mene.afrkan Keputusan Bupati
tentang honorarium Pemegang Kekuasazrn pengeiolaan keuangan
Daerah dan Koordinator Pengelolaan Xeuangan Daerah Tahun
Anggaran20221'

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO:) tentang pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Baiangan di provinsi
Kalimantan Selatan (Iembaran Negara Republik In-donesia Tahun
2OO3 Nomor 22, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia fafrun ZOOS Xoior47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Nefrra {LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahal
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440O);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesii Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OlS tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2olf
tentang Pemerintahan Daerah (l.emlraran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tam.bahan Le;baran Neg"..
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan-. .

BUPATI TANAH BUMBU
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TENTANG



5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2O1O tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahanlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan
Uang Negara/ Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Cr19 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (L,embaral Negara Rep,ublik Indonesia Tahun
2O19 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i'7 Tahun 2O20 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susuttan Perangkat Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O16 Nomor
19) sebagaimana telah diubah kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2O2l Nomor 5);

ll. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun
2O2O ten,tarl'g Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O21 (kmbaran Daerah Kat,upaten Tanal. Bumbu
Tahun 2O2O Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2O Tahun 2OL7 terrtang
T\rgas, Fungsi, Uraian T\rgas dan Tata Keia Unsur-Unsur
Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O17 Nomor 2O);

13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Kedudukan, T\rgas, Fungsi dan Strukrur Organisasi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2O2l
Nomor 9);

Memperhatikan: Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaa:r Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
B/18O.18/5191/BPKAD-PERI){JI2O2l tanegal 29 November
2O2l Hal Usul Surat Keputusan Bupati TA 2022 sekaligus
koreksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PEMEGANG
KEKUASAAN DAN PENGELOI,AAN KEIIANGAN DAERAH DAN
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TANAH
BUMBU TAHUN ANC'GARAN 2022

Menetapkan Honorarium Pemegang Kekuasaan dan Pengelola
Keuangan Daerah dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
Tahun-Anggaran 2022 sr-beLge:lrnana te()antum dalam lampiran
yarrg merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini'

KEDUA:...

KESATU



KEDUA

KETIGA

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud Dikhrm KESATU adalah Bupati Tanah
Bumbu dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Trrgas Pokok dan fungsi sebagaimana diroaksud dikum KEDUA
adalah sebagai berikut:

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

2. menetapkan kebiiakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. melretapkan kuasa pengguna anggaral,/ pengguna barang;

4. menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara
pengeluaran;

5. menetapkan pejabat yang bertugas rrLelakukan pemungutan
penerimaan daerah;

6. rnenetapkan pejabat yang bertr-rgas lnelakukan pengelolaan
utang dan piutang daerah;

7. menetapkan pejabat yang bertugas rnelakukan pengelolaan
barang milik daerah; dan

8. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran.

b. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. membantu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;

2. membantu menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang
daerah;

3. membantu menetapkan kuasa pengguma anggaran/pengguna
barang;

4. membantu menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau
bendahara pengeluaran;

5. membantu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan daerah;

6. membantu menetapkan pejabat yang bertugas melakukaa
pengelolaan utang dan piutang daerah;

7. membantu menetapkan pejabat yang bertugas melakukan
pengelolaan barang milik daeratr; dan

8. membantu menetapkan pejabat yan g berrugas melakukan
pengujian atas tagihan dan memerintajekan pembayaran.

c. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. penyusunan dan pelaksanaan kebija}:an pengelolaan APBD;

2. penyusrrnan dan petaksanaan kebijakan pengelolaan barang
daerah;

3. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

4. penyusunan Raperda APBD, p,t:rutrahan APBD, dan
pertangsungiawaban pelaksanaan APBD;

5. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat
p€ngawas keuangan daerah; dan

6. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

7. memimpin TAPD;
8. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
9. menyiapkan pedornan pengelolaan bzrrang daerah;

1O. memberikan persetujuan pengeserhan DPA-SKPD/DPPA-
sKPDi 

l1' melaksanakan"'



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

11. melaksanakan tugas-tugas koordinasi. pengelolaan keuangan
daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah; dan

12. bertanggung jawab atas pelaksanaalr tugas kepada Bupati
Tanah Bumbu.

Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada

diktum KETIGA hunrf b, Sekretaris Daerah mempunyai tugas;

1. memimpin TPAD;
2. menyiapkan pedoman pelaksanaan AI'BD;

3. menyiapkan pedoman pengelolaan ba:'ang daerah;

4. memberikan persetujuan pengesajran DPA-SKPD/DPPA-
SKPD; dan

5. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan
daerah lainnnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pemegang

Kekuasaan dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
diberikan Insentif yang dibayarkan per bulan dalam Tahun
Anggaran 2O22 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat diletapkannya Keputusan
Bupati tentang Honorarium Peme gang Kekuasaan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah dan lioordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 irri dibebankaa dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Brrmbu Tahun Anggaran 2O22.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Ol Janr:ani 2022
sampai dengan tanggal 31 Desember 2O22.

Batulicin
1d000dri e(]rl

BUPATI BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Di
pada tar



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.461 \ IBPK6\D / 2022
TENTANG
HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN DAN
KOORDINATOR PENGEIOI,AAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN DAN KOORDINATOR PENGELOI.AAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI AH I]UMBU,

H. M. ZAIRULT,AH AZHAR

HONORARIUMJABATAN
PENGELOI.AAN
DAERAH

DAI,AM
KEUANGITN
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30.ooo.ooo,-Pemegang Kekuasanrn
Pengelolaan Keuangan Daerrrh

1 Bupati Tanah Bumbu

27.5OO.OOO,-
Pembantu
Kekuasaan
Keuangan Daerah

Pemegang
Pengelolaan

Wakil
Bumbu

Bupati Tanah2

25.OOO.OO0,-Koordinator
Keuangan Daerah

3
Kabupaten Tanatr Bumbrr

Daera-l.Sekretaris

ru


